
Surabaya, 5 Agustus 2025 
Kepada 
Yth. Kepala BPN Surabaya 1 
Di tempat 
 
Perihal: Penolakan Penerimaan Berkas Pengajuan Perpanjangan HGB 
 
Dengan hormat, 
 
Bersama surat ini, saya: 
 
Nama   : Pauline Irawan 
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 27 Maret 1955 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Alamat  KTP  : Jl. Mayjen Sungkono, Darmo Park 1 Blok 2c/7-8. Surabaya 
 
Meminta dengan tegas, penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk 
Pernolakan Pengajuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) sertifikat milik saya dibawah ini: 
 

1. HGB No. 321/K – Luas 60m2 
An. Pauline Irawan 
Alamat: Jl. Mayjen Sungakono, Darmo Park I Blok 2c/7 
Kelurahan Pakis – Kecamatan Sawahan – Surabaya 
Masa Berlaku HGB: 3 Mei 2026 
 

2. HGB No. 472 – Luas 60m2 
An. Pauline Irawan 
Alamat: Jl. Mayjen Sungakono, Darmo Park I Blok 2c/8 
Kelurahan Pakis – Kecamatan Sawahan – Surabaya 
Masa Berlaku HGB: 3 Mei 2026 
 

3. HGB No. 420 – Luas 60m2 
An. Pauline Irawan (Nyonya Janda) 
Alamat: Jl. Mayjen Sungakono, Darmo Park I Blok 2c/16 
Kelurahan Pakis – Kecamatan Sawahan – Surabaya 
Masa Berlaku HGB: 3 Mei 2026 

 
Kronologi kasus saya yang sudah berlangsung sejak 2024: 
- 1 Juli 2024 setor pembayaran untuk perpanjangan HGB 3unit ruko 
- ⁠31 Juli 2024 berkas dikembalikan krn di informasikan ada kekurangan berkas, surat rekomendasi dari 
Pertamina 
- ⁠Bersurat ke Pertamina 21 Agt 2024 dan 9 Mei 2025 - tidak mendapatkan jawaban 
- ⁠Datang ke kantor Pertamina - surat di buka saja tidak. Diberikan jawaban lisan bahwa itu bukan urusan 
Pertamina. “Anda dipermainkan oleh BPN” ini kata2 yg digunakan oleh Manager Aset Pertamina Jakarta 
- ⁠Kontak admin BPN Surabaya - diminta telfon lalu bicara ke Mita, CS Admin, dan dijawab untuk masukkan 
lagi berkas nya karena sudah ada instruksi dari atasan untuk semua perpanjangan HGB bisa diproses. Yang 
tidak bisa hanya Peningkatan Hak 
- 26 Mei 2025 masukkan lagi berkas pengajuan perpanjangan HGB 3unit ruko 
- ⁠10 Jun 2025 berkas kami tarik karena ada pembeli yg berminat beli 
- ⁠7 Jul 2025 dilakukan pengecekan sertifikat oleh Notaris di Surabaya - muncul status “Eigendom Pertamina 
1278” di cek sertifikat digital. Notaris tidak bisa mengurus perpanjangan HGB dgn status tersebut sehingga 
pembelian dibatalkan  
- ⁠30 Jul 2025 kita masukkan pengajuan perpanjangan HGB ke BPN Surabaya dan ditolak dgn alasan 
“Instruksi Lisan dari Kejaksaan untuk menolak semua pengajuan perpanjangan HGB di Ruko Darmo Park I 
Surabaya” 



- ⁠Saya, Pauline Irawan, selaku pemilik yg datang ke kantor BPN Surabaya kemarin sempat diperlihatkan 
surat keputusan Mentri Agraria th 1960an (tidak boleh difoto dan cuma diberi waktu 1 menit untuk baca) yg 
menyatakan bahwa Pertamina telah menyerahkan tanah tersebut kepada negara. Dimana ini memang sesuai 
dgn UU krn status eigendom sudah dihapus sejak 1960an 
- ⁠Saat di minta penjelasan detail, staff BPN Surabaya, Bapak Irman (Kepala Loket) menjawab tidak tahu. 
Pokoknya ada instruksi lisan dari Kejaksaan untuk menolak semua permohonan. Jadi ya ditolak semua 
- ⁠Akhirnya kita diminta kembali hari ini dan tetap hanya diberi jawaban lisan yg tetap menolak menerima 
berkas pengajuan perpanjangan HGB saya 
 
Yang saya pertanyakan dasar hukumnya dan informasi yang transparan sebagai berikut: 

- Status Eigendom sudah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) – jadi mengapa status ini mucul di cek sertifikat elekronik? Siapa yang 
bertanggung jawab menambahkan informasi tersebut? Status itu tidak ada saat pengecekan sertifikat 
elektronik di Juli 2024 

- Instruksi LISAN dari Kejaksaan. Kejaksaan kota mana dan siapa nama petugas yang memberikan 
instruksi tersebut 

- Stempel cek plot Pertamina di berkas yang ditolak BPN Surabaya, siapa yang bertanggung jawab 
menyatakan bahwa tanah tersebut masuk Plot Pertamina? Berdasarkan surat Keputusan Menteri 
Agraria yang ditunjukkan ke saya hanya dalam kurun waktu kurang dar 1 menit, saya membaca 
bahwa tanah tersebut sudah diserahkan ke Negara oleh Pertamina. Informasi ini sesuai dengan 
informasi yang kami terima dari kantor Pertamina Jakarta yang menyatakan bahwa Pertamina sudah 
tidak ada urusan dengan pengajuan perpanjangan HGB  

 
Kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya lebih dari 10x bolak balik ke kantor BPN, 
informasi dari BPN Surabaya 1 tidak konsisten dan berubah-ribah sesuai dengan individu yang menangani 
kasus saat itu. Dan semua jawaban BPN Surabaya 1 hanya lisan tanpa ada bukti tertulis yang bisa 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 
 
Jadi saya menuntut jawaban resmi dari anda, selaku Kepala BPN Surabaya 1, untuk menjelaskan masalah ini 
dengan jelas dan transparan dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum untuk hal-hal berikut: 

- Instruksi LISAN dari Kejaksaan (kota mana dan siapa nama petugasnya) 
- Stempel cek plot Pertamina (mohon lampirakan surat pernyataan dari Pertamina yang megklaim hak 

atas tanah tersebut) 
- Dasar hukum atas status Eigendom 1278 (tunjukkan UU yang menyatakan bahwa status Eigendom 

masih memiliki kekuatan hukum) 
 
Demikianlah surat ini saya saampaikan dan berharap mendapatkan jawaban dengan segera karena HGB saya 
akan berakhir di tahun 2026. 
Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
 
 
Hormat saya, 
 
 
 
 
Pauline Irawan 
Alamat Sekarang: Jl. Bulu Jaya VI/9. Kos Taman Paradise. Surabaya   
 
cc. Kemetrian ATR BPN, Nusron Wahid, Presiden & Wakil Presiden melalui Instagram dan Thread 
























